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Abstract: This Purpose of this study is to analyze the role of the independence of regional 

acting heads in maintaining legal legitimacy and democracy during the direct regional head 

election (pilkada) process, using the theoretical framework of independence and maslahah. 

The research questions addressed include how acting regional heads can maintain legal 

legitimacy and democracy, how their independence is implemented in accordance with existing 

regulations, and what the ideal concept of independence as ius constituendum is. This research 

adopts a juridical-normative approach with a prescriptive analytical method, focusing on the 

examination of relevant regulations and legal doctrines to formulate the ideal concept. The 

research findings indicate that the independence of acting regional heads is highly influenced 

by internal factors, such as personal integrity and legal understanding, as well as external 

factors, such as political pressure and public oversight. The main obstacles encountered 

include political intervention, limitations on strategic authority, and public expectations often 

conflicting with central government policies. Practices such as vote-buying and influence from 

certain groups are significant challenges that undermine democratic principles in pilkada. 

Additionally, the lack of transparency in the appointment of acting regional heads may reduce 

public trust in the legitimacy of democracy. The conclusion of this study emphasizes that the 

independence of acting regional heads plays a crucial role in preserving the integrity of 

pilkada and democratic legitimacy. Therefore, it is necessary to implement more transparent 

and competency-based regulations in the appointment of acting regional heads. It is also 

recommended that oversight over acting regional heads be strengthened through independent 

institutions, such as the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory 

Board (Bawaslu), and intensive training on professionalism and neutrality be conducted. These 

measures are expected to create more democratic and integrity-based regional governance. 

 

Keyword: Independence, Acting Regional Heads, Legal Legitimacy, Democracy, Direct 

Regional Elections  

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran independensi penjabat kepala 

daerah dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi selama pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah (pilkada) langsung, dengan menggunakan kerangka teori independensi dan maslahah. 

Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana penjabat kepala daerah dapat menjaga 

https://dinastirev.org/JIHHP
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:kzazulfan@gmail.com
mailto:kzazulfan@gmail.com


https://dinastirev.org/JIHHP,                                                                Vol. 5, No. 5, 2025  

3870 | Page 

legitimasi hukum dan demokrasi, bagaimana independensi mereka dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan, serta bagaimana konsep ideal independensi sebagai ius 

constituendum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif 

dengan metode analisis preskriptif, berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang 

relevan dan doktrin hukum untuk merumuskan konsep ideal. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa independensi penjabat kepala daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti 

integritas pribadi dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan 

pengawasan publik. Kendala utama yang dihadapi adalah intervensi politik, keterbatasan 

kewenangan strategis, dan ekspektasi masyarakat yang sering bertentangan dengan kebijakan 

pemerintah pusat. Praktik politik uang dan pengaruh kelompok tertentu menjadi hambatan 

signifikan yang mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada. Selain itu, kurangnya 

transparansi dalam penunjukan penjabat kepala daerah berpotensi menurunkan kepercayaan 

publik terhadap legitimasi demokrasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa 

independensi penjabat kepala daerah memiliki peran penting dalam menjaga integritas Pilkada 

dan legitimasi demokrasi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih transparan dan berbasis 

kompetensi dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Disarankan agar pengawasan terhadap 

penjabat kepala daerah diperkuat melalui lembaga independen, seperti KPU dan Bawaslu, serta 

dilakukan pelatihan intensif terkait profesionalisme dan netralitas. Langkah-langkah ini 

diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan 

berintegritas. 

 

Kata Kunci: Independensi, Penjabat Kepala Daerah, Legitimasi Hukum, Demokrasi, 

Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

 

 

PENDAHULUAN 

Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan 

dalam hal demokrasi, yang terlihat melalui serangkaian perubahan struktural, politik, dan sosial 

yang memperkuat landasan demokrasi negara ini.  Salah satu aspek penting dari perkembangan 

ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, yang menjadi salah satu 

tonggak penting sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Sebelumnya, Indonesia berada 

di bawah rezim otoritarian yang membatasi kebebasan politik, namun setelah reformasi, negara 

ini bertransformasi menjadi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.  Sejak tahun 1998, 

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan bebas, 

baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pemilu ini melibatkan banyak partai politik yang 

memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi, sehingga memberi ruang bagi beragam 

suara dan kepentingan untuk terwakili dalam pemerintahan. Pemilihan Presiden, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepala daerah 

seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjadi lebih terbuka, tanpa ada dominasi dari satu 

pihak saja. Keberagaman partai politik yang berkompetisi mencerminkan pluralisme yang 

berkembang dan proses pemilihan tersebut memberi masyarakat kesempatan untuk memilih 

pemimpin yang dianggap terbaik untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik.  

Salah satu perubahan paling signifikan yang terjadi setelah reformasi adalah 

diperkenalkannya pemilihan kepala daerah secara langsung, yang sebelumnya dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah secara langsung ini 

memberikan suara yang lebih besar kepada rakyat dalam menentukan siapa yang akan 

memimpin daerah mereka, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara pemimpin dan 

rakyat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk menilai langsung kualitas dan kapabilitas 

calon pemimpin mereka, serta memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dan 
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transparansi pemerintah daerah. Pemilihan langsung ini semakin memperkokoh demokrasi 

dengan menumbuhkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dari rakyat dalam proses politik. 

Selain itu, pasca reformasi juga diiringi dengan reformasi di bidang hukum yang semakin 

memperkuat sistem demokrasi Indonesia.  Berbagai undang-undang yang terkait dengan 

pemilihan umum, hak asasi manusia, dan kebebasan pers disusun dan diterapkan dengan lebih 

adil dan transparan. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen, serta 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu, 

merupakan langkah penting dalam menciptakan pemilu yang bebas dari kecurangan dan 

penyalahgunaan kekuasaan. KPU berperan besar dalam memastikan bahwa pemilu 

dilaksanakan secara terbuka, akurat, dan adil , sementara Bawaslu bertugas mengawasi segala 

bentuk potensi pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilu.  Meskipun Indonesia telah 

berhasil menggelar pemilu yang relatif bebas dan adil, masih terdapat tantangan yang perlu 

dihadapi dalam rangka memperkuat demokrasi lebih lanjut. Beberapa tantangan tersebut 

termasuk keberlanjutan dalam pendidikan politik masyarakat, penguatan sistem partai politik 

yang lebih inklusif dan dapat mewakili kepentingan rakyat, serta upaya untuk mengatasi politik 

uang dan politik identitas yang dapat merusak kualitas demokrasi. Selain itu, meskipun 

reformasi telah membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

politik, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada di Indonesia tetap menjadi isu besar 

yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap proses politik. 

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan Indonesia ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945) , yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia 

menganut prinsip kedaulatan rakyat. Sebelum mengalami amandemen dalam Sidang Tahunan 

MPR pada tanggal 1-9 November 2001, pasal tersebut berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan 

rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Perubahan ini 

membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, di 

mana seluruh lembaga negara, termasuk kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme 

pemilihan penjabat kepala daerah (Pilkada) menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam 

konstitusi UUD NRI Tahun 1945, terdapat tiga frasa yang berbeda terkait sistem pemilihan. 

Pertama, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan dengan frasa "dipilih secara 

langsung" (Pasal 6 ayat (1)). Kedua, pemilihan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR 

dan DPD menggunakan frasa "dipilih melalui Pemilihan Umum" (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 22C 

ayat (1))  yang juga berlaku bagi anggota DPRD sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) 

. Ketiga, terkait Pilkada, Pasal 18 ayat (4)  secara khusus menyebutkan bahwa "Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, 

dan kota dipilih secara demokratis".  

Demokrasi percaya bahwa pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan masa depan negara.  Negara-negara demokrasi seperti Indonesia memberikan 

perhatian besar pada penyelenggaraan pemilu. Pemilu sangat penting untuk kelangsungan 

hidup suatu negara selain untuk menjalankan amanat konstitusi.  Pada level pemilihan kepala 

daerah, pesta demokrasi akan berlangsung bersamaan dengan pemilihan wakil kepala daerah. 

Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk menghasilkan profil kepala daerah yang sah.  Untuk 

menyambut pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024, persiapan telah dimulai sejak Mei 

2022. Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pengisian jabatan penjabat kepala daerah 

untuk 5 (lima) gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) bupati, dan 6 (enam) wali kota yang berakhir 

masa jabatannya sampai dengan dilaksanakannya Pilkada 2024. Proses ini menjadi sangat 

penting mengingat Pilkada langsung merupakan bagian integral dari sistem demokrasi 

Indonesia yang terus berkembang pascareformasi. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah 

melalui Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat telah berkomitmen untuk 
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menjaga stabilitas hukum dalam penyelenggaraan Pilkada , salah satunya dengan tidak 

mengubah ketentuan legislasi yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hal ini berarti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi 

Undang-Undang beserta perubahannya tetap menjadi dasar hukum utama yang digunakan 

untuk mengatur seluruh proses Pilkada di seluruh Indonesia. Undang-undang ini menjadi 

landasan untuk menetapkan aturan terkait tahapan, prosedur, serta tata cara pelaksanaan 

Pilkada yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. 

Konstitusi memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pilkada dengan berbagai 

pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. 

Pilkada daerah dapat dilaksanakan melalui demokrasi perwakilan yang direpresentasikan oleh 

DPRD setempat, sehingga proses pemilihan tetap berada dalam kerangka sistem demokrasi 

yang diatur secara hukum. Selain itu, pilkada juga dapat dilakukan melalui mekanisme kearifan 

lokal, seperti yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, 

dan beberapa daerah di Papua, yang mengakomodasi tradisi dan nilai-nilai budaya setempat 

dalam proses pemilihan. Konsep "dipilih secara demokratis", sebagaimana tertuang dalam 

konstitusi, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan mekanisme pilkada 

yang dianggap paling maslahat bagi daerahnya, sehingga dapat mencerminkan partisipasi 

masyarakat yang optimal serta stabilitas politik yang berkelanjutan.  

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 , pemerintah tetap dapat 

menjalankan proses pemilihan penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia hingga 2024, yang 

mencakup pemilihan untuk 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kepala daerah. Proses pemilihan 

ini tidak hanya melibatkan tahapan administratif yang panjang, tetapi juga pertimbangan politik 

yang sangat penting. Pembentukan peraturan dan undang-undang yang berkelanjutan, serta 

penyesuaian kebijakan terkait dengan pelaksanaan Pilkada, semakin menegaskan pentingnya 

memastikan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 

yang telah ditetapkan.  Pembaruan undang-undang dan kebijakan ini dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang. 

Pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia mengalami penundaan penyelenggaraan Pilkada 

untuk daerah-daerah yang semestinya melaksanakan pemilihan pada tahun-tahun tersebut. Hal 

ini diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.  Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa Pilkada 

yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 akan diselenggarakan secara serentak 

pada bulan November 2024. Keputusan ini diambil untuk memastikan proses Pilkada lebih 

terorganisir dan efisien, serta menghindari tumpang tindih dengan berbagai pemilihan lain yang 

dapat membingungkan masyarakat. Namun, penundaan ini juga membawa konsekuensi 

signifikan, yaitu terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dalam aktivitas pemerintahan 

yang dapat mengganggu jalannya pelayanan publik. Kekosongan jabatan kepala daerah yang 

terjadi sejak 15 Mei 2022 berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah dalam memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Meskipun penjabat  kepala daerah telah ditunjuk 

sementara, namun peran mereka yang bersifat sementara dan terbatas dapat mengurangi 

stabilitas pemerintahan daerah dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan 

daerah. Selain itu, masyarakat juga mungkin merasa kurang terwakili atau kurang puas dengan 

pelayanan pemerintah yang tidak optimal selama masa transisi tersebut. 

Terlepas dari pasal dan juga undang-undang yang ada, selama ini belum ada peraturan 

turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya yang mengatur 

lebih detail terkait persyaratan dan masa jabatan penjabat Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. 

Pada titik inilah, tentu menjadi persoalan dan problem hukum pada aspek legalitasnya. Satu hal 

yang pasti mengkhawatirkan adalah banyaknya jumlah dan lamanya masa jabatan penjabat  

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,                                                                Vol. 5, No. 5, 2025  

3873 | Page 

kepala daerah, sehingga menimbulkan keraguan terutama terkait netralitas dalam pilkada 

langsung dan serentak pada tahun 2024.” Karena itu, banyak kalangan menuntut agar 

penunjukannya dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.  Namun pada awal 

tahun 2023, Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan 

pengangkatan penjabat kepala daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2023 . Peraturan ini dibuat dalam ”upaya memperhatikan pertimbangan pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menyatakan perlu menjadi 

pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak 

lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang , sehingga mekanisme penunjukan penjabat gubernur, penjabat 

bupati, dan penjabat wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.” 

Pada hakikatnya, independensi penjabat  kepala daerah dibutuhkan untuk membantu 

dalam mencegah potensi kecurangan dalam proses Pilkada. Mereka dapat bertindak secara 

tegas terhadap upaya-upaya untuk memanipulasi hasil pemilihan atau mengintervensi proses 

pemungutan suara. Dengan begitu, proses Pilkada dapat berjalan dengan lebih jujur dan adil, 

memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar merupakan pilihan dari kehendak 

rakyat. Independensi penjabat  kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjaga legitimasi hukum dan demokrasi dalam konteks Pilkada langsung. Ini adalah prasyarat 

untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya diakui sebagai 

ekspresi dari kehendak rakyat yang sesungguhnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

menganalisa dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “INDEPENDENSI 

PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA LEGITIMASI HUKUM DAN 

DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG”. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif , maksudnya adalah penelitian ini 

merupakan penelitian yang menjelaskan dan menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan 

pengaturan hukum mengenai suatu permasalahan hukum.” Konstruksi produk penelitian 

hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kegiatan ilmiah untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan 

menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.” Sifat 

penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan 

penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui penelitian 

kepustakaan ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, meskipun data disebut sebagai data 

sekunder, penelitian hukum tidak mengetahuinya.  Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki 

menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan 

sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer 

dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-

bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN   

Peran dan Fungsi Penjabat  Kepala Daerah dalam Pilkada Langsung   

Dalam tahapan pilkada, penjabat kepala daerah bertindak sebagai fasilitator antara 

pemerintah daerah, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta masyarakat.  Penjabat 

harus memastikan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti memastikan 

anggaran pilkada tersedia tepat waktu dan mendukung logistik pemilu. Selain itu, penjabat 

kepala daerah juga harus memastikan kelancaran pelayanan publik selama proses pemilihan 

berlangsung, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang terjadi. Dengan peran ini, penjabat 

kepala daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pilkada di tingkat daerah.   

Penjabat kepala daerah memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran proses 

penyelenggaraan Pilkada,  terutama ketika terjadi kekosongan jabatan penjabat kepala daerah 

definitif. Sebagai penjabat yang bertugas sementara, penjabat kepala daerah memiliki tanggung 

jawab besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Hal ini mencakup memastikan 

kelangsungan pelayanan publik, mendukung kelancaran administrasi, serta memfasilitasi 

semua tahapan Pilkada hingga pemilihan penjabat kepala daerah yang baru dapat dilaksanakan. 

Secara umum, penjabat kepala daerah berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah 

dengan pihak penyelenggara pemilu, masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya yang terlibat 

dalam proses pemilihan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang jelas 

mengenai tugas dan kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Meskipun penjabat kepala daerah diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan daerah, ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil kebijakan strategis yang 

berpotensi mempengaruhi dinamika Pilkada. Penjabat kepala daerah tidak diperkenankan 

untuk membuat kebijakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi 

proses pemilihan secara tidak sah. Oleh karena itu, tugas utama penjabat kepala daerah adalah 

memastikan pemerintahan tetap berjalan stabil, sementara segala keputusan strategis terkait 

Pilkada harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan politik tertentu. 

Selama tahapan Pilkada, salah satu tantangan terbesar bagi penjabat kepala daerah 

adalah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Ketika dinamika 

politik yang terkait dengan pemilihan kepala daerah semakin intens, penjabat kepala daerah 

harus mampu menjaga keseimbangan antara menjalankan proses demokrasi dan menjalankan 

tanggung jawab pemerintahan. Penjabat harus memastikan bahwa aktivitas pemerintahan yang 

rutin, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta infrastruktur 

dasar, tidak terganggu oleh gejolak politik Pilkada. Terkadang, adanya ketegangan politik atau 

pembagian loyalitas terhadap calon tertentu dapat menciptakan distraksi yang berpotensi 

menghambat kinerja pemerintahan. 

Untuk itu, penjabat kepala daerah perlu memastikan bahwa aparat pemerintah daerah 

yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dapat bekerja dengan efektif, meskipun 

ada proses Pilkada yang sedang berlangsung. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah 

dengan memperkuat komunikasi internal di dalam pemerintahan, sehingga seluruh aparat dapat 

tetap fokus pada tugasnya masing-masing, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Dalam 

konteks ini, penting bagi penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitas birokrasi dan 

memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan publik, bukan 

berdasarkan afiliasi politik tertentu. Selain itu, penjabat kepala daerah juga perlu 

mengoptimalkan koordinasi antara berbagai sektor dalam pemerintahan. Misalnya, 

memastikan bahwa sektor-sektor yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti 

layanan kesehatan dan pendidikan, tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan meskipun 

sedang berlangsungnya tahapan Pilkada. Pemantauan dan evaluasi yang teratur juga diperlukan 

untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang ada. 
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Tantangan Dalam Menjalankan Fungsi Independen Selama Pilkada Langsung  

Meski memiliki landasan hukum yang jelas, penjabat  kepala daerah sering kali 

menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya secara independen selama 

Pilkada langsung.  Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dari pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti partai politik, calon penjabat kepala daerah, atau kelompok 

kepentingan tertentu. Tekanan ini dapat berupa permintaan untuk memberikan keuntungan 

administratif yang dapat menguntungkan calon tertentu atau mendukung kampanye calon 

penjabat kepala daerah dengan cara yang tidak sah. Misalnya, partai politik atau calon penjabat 

kepala daerah tertentu bisa saja meminta penjabat  kepala daerah untuk memanfaatkan 

anggaran atau fasilitas pemerintahan untuk mendukung kegiatan politik mereka, atau bahkan 

meminta penggunaan data pemerintahan untuk keperluan kampanye. Dalam situasi semacam 

ini, penjabat  kepala daerah harus memiliki integritas yang kuat dan kemampuan untuk 

menolak tekanan semacam ini, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga 

agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas birokrasi di tengah 

dinamika politik lokal yang sering kali sangat kompleks dan mempengaruhi pola interaksi antar 

ASN.  Penjabat kepala daerah sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus mengawasi 

ASN yang memiliki kecenderungan berpihak pada salah satu calon, terutama jika ASN tersebut 

memiliki hubungan personal atau politis dengan calon tertentu. Dalam beberapa kasus, ASN 

mungkin merasa terdorong untuk menunjukkan loyalitas mereka terhadap salah satu calon, 

baik karena hubungan pribadi, afiliasi politik, atau harapan akan keuntungan karir jika calon 

tertentu terpilih. Situasi semacam ini membuat tugas penjabat  kepala daerah semakin sulit, 

karena di satu sisi mereka harus memastikan ASN tetap profesional, tetapi di sisi lain mereka 

harus menghadapi kenyataan bahwa loyalitas pribadi atau politis dapat mempengaruhi tindakan 

ASN tersebut. Kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap aturan netralitas ASN juga 

dapat memperburuk situasi ini. Banyak ASN yang mungkin tidak sepenuhnya memahami 

batasan yang ada atau mungkin tidak menyadari potensi dampak negatif dari keterlibatan 

mereka dalam aktivitas politik. Dalam beberapa kasus, ASN dapat dengan sengaja atau tidak 

sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas, seperti memberikan 

dukungan politik secara terbuka atau menggunakan sumber daya pemerintah untuk 

kepentingan kampanye politik. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penjabat  kepala daerah 

harus mampu menegakkan disiplin secara konsisten dan memastikan bahwa setiap pelanggaran 

terhadap netralitas segera ditindaklanjuti dengan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

Legitimasi Hukum dalam Pilkada Langsung  

Legitimasi hukum dalam Pilkada langsung merujuk pada kepatuhan terhadap aturan-

aturan hukum yang mengatur seluruh proses pemilihan, mulai dari pencalonan, kampanye, 

pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada langsung 

menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung secara sah, adil, dan transparan. Hal ini 

memastikan bahwa pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bebas tanpa tekanan, serta 

calon penjabat kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. 

Proses yang sesuai dengan hukum memberikan dasar yang kuat bagi kepercayaan publik 

terhadap hasil pemilihan. Selain itu, legitimasi hukum juga sangat bergantung pada 

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu, yang memastikan 

bahwa tidak ada pelanggaran atau kecurangan selama tahapan pemilihan.  Setiap hasil 

pemilihan yang diumumkan harus didasarkan pada penghitungan suara yang transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penegakan hukum yang adil terhadap 

pelanggaran yang terjadi, masyarakat akan semakin percaya bahwa hasil Pilkada 

mencerminkan pilihan mereka yang sah. Secara keseluruhan, legitimasi hukum dalam Pilkada 

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,                                                                Vol. 5, No. 5, 2025  

3876 | Page 

langsung memainkan peran penting dalam menjaga integritas demokrasi dan meningkatkan 

stabilitas pemerintahan daerah. 

Independensi penjabat  kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjaga legitimasi hukum dalam pilkada langsung.  Sebagai pelaksana tugas sementara, 

penjabat  kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran administrasi 

pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Penjabat kepala daerah harus mampu menjaga netralitas, tidak 

terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun, dan tidak memihak pada calon tertentu. 

Dengan independensi yang kuat, penjabat dapat memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, 

mulai dari penyelenggaraan hingga pengumuman hasil, dilaksanakan secara adil dan 

transparan. Dalam kondisi ini, masyarakat akan merasa bahwa hasil pilkada adalah hasil yang 

sah, yang mencerminkan kehendak rakyat, dan bukan hasil dari intervensi atau manipulasi 

politik. 

Sebaliknya, apabila penjabat kepala daerah gagal menjaga independensinya, keraguan 

terhadap hasil pilkada dapat timbul, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi hukum 

pilkada tersebut.  Jika penjabat terlibat dalam keberpihakan atau memanfaatkan jabatan untuk 

mendukung calon tertentu, baik secara langsung maupun melalui kebijakan yang mendukung 

calon tersebut, masyarakat akan meragukan keadilan proses pemilihan. Hal ini dapat memicu 

ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada, bahkan menciptakan ketegangan politik di tingkat 

daerah. Selain itu, jika penjabat  kepala daerah mampu menjaga profesionalisme aparatur sipil 

negara (ASN) agar tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, proses pilkada 

akan lebih berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan. Dengan 

demikian, independensi penjabat kepala daerah merupakan faktor kunci dalam menjaga 

kualitas demokrasi dan memastikan legitimasi hukum pilkada langsung yang kuat dan diterima 

oleh masyarakat.   

Demokrasi dan Independensi dalam Pilkada Langsung 

Independensi penjabat kepala daerah sangat krusial dalam menjaga nilai-nilai 

demokrasi, terutama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Demokrasi mengutamakan 

partisipasi aktif rakyat dalam memilih pemimpin mereka, yang mengharuskan adanya prinsip-

prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kesetaraan.  Penjabat kepala daerah yang 

bertindak independen memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua proses pilkada 

dijalankan secara objektif dan adil, tanpa pengaruh atau keberpihakan dari pihak manapun. Ini 

penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi yang dapat merusak 

proses pemilihan yang sah. Tanpa independensi, proses pilkada bisa terpengaruh oleh politik 

praktis yang mengarah pada ketidakadilan.  

Keadilan dalam pilkada merupakan pilar utama yang menjamin bahwa setiap calon 

penjabat kepala daerah mendapatkan perlakuan yang setara dan peluang yang sama untuk 

dipilih oleh masyarakat.  Penjabat  kepala daerah yang tidak terikat pada kepentingan politik 

apapun dapat memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengemukakan visi dan misinya tanpa adanya hambatan dari birokrasi atau kebijakan yang 

memihak. Dalam konteks ini, independensi penjabat  kepala daerah bukan hanya sekadar 

menjaga keberpihakan, tetapi juga mewujudkan pilkada yang bersih dan berintegritas, yang 

pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan 

pemerintahan daerah. Penjabat  kepala daerah yang independen tidak hanya bertanggung jawab 

atas keputusan administratif, tetapi juga harus siap memberikan penjelasan mengenai tindakan 

yang dilakukan, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berwenang. 

Akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintahan tetap dapat dipercaya, dan apapun yang 

terjadi selama pilkada, baik itu keputusan kebijakan atau penggunaan sumber daya, dapat 

dijelaskan dengan dasar hukum yang jelas dan prinsip moral yang kuat. Dengan 

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, penjabat  kepala daerah tidak hanya 
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mendukung proses pilkada yang adil dan bersih, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi, 

menciptakan pemerintahan yang kredibel dan dapat diterima oleh masyarakat luas.   

Dalam konteks demokrasi, pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga 

tentang memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diakomodasi dengan adil. Penjabat kepala 

daerah yang independen dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau 

intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Dengan tidak terlibat dalam 

politik praktis, penjabat kepala daerah dapat menjaga integritas proses pilkada, sehingga setiap 

calon mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi tanpa adanya pengaruh yang 

tidak sah. 

Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan 

Demokrasi  

Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Proses Pilkada Langsung 

Penjabat kepala daerah merupakan figur strategis yang ditunjuk oleh pemerintah pusat 

untuk mengisi kekosongan jabatan penjabat kepala daerah hingga penjabat kepala daerah 

definitif terpilih melalui proses Pilkada.  Tingkat independensi penjabat kepala daerah dalam 

proses Pilkada langsung merupakan hal yang dinamis dan bergantung pada berbagai faktor 

yang saling memengaruhi. Salah satu indikator utama adalah hubungan politik antara penjabat 

kepala daerah dengan penguasa di tingkat pusat. Kedekatan politik ini sering kali menjadi 

pedang bermata dua; di satu sisi, hal tersebut dapat memberikan stabilitas dan dukungan 

administratif, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan potensi intervensi politis yang mengancam 

netralitas penjabat. Selain itu, tekanan dari elite politik lokal juga memainkan peran signifikan.  

Elite lokal, terutama mereka yang memiliki pengaruh besar dalam struktur politik daerah, 

sering kali berusaha memengaruhi keputusan atau kebijakan penjabat kepala daerah untuk 

mendukung kepentingan tertentu, termasuk kandidat dalam Pilkada. 

Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga 

pengawas terkait turut menentukan sejauh mana penjabat  kepala daerah mampu menjaga 

independensi. Di daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya 

demokrasi yang bersih dan transparan, penjabat  kepala daerah cenderung lebih termotivasi 

untuk bertindak netral dan profesional. Sebaliknya, di wilayah yang pengawasannya lemah 

atau minim keterlibatan masyarakat, ruang untuk terjadinya keberpihakan politik semakin 

besar.  Pengawasan ini juga sangat bergantung pada keberadaan lembaga independen yang 

berfungsi untuk memantau dan mengawasi perilaku politik penjabat selama masa tugasnya. 

Dengan kombinasi faktor-faktor ini, tingkat independensi penjabat kepala daerah menjadi 

sangat bervariasi, tergantung pada konteks politik, sosial, dan kelembagaan di masing-masing 

daerah. 

Penjabat kepala daerah sering kali berada dalam situasi dilematis, di mana mereka harus 

memilih antara menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip demokrasi 

yang bersih, atau mempertahankan loyalitas kepada pihak yang menunjuk mereka, biasanya 

pemerintah pusat atau aktor politik tertentu. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika 

Pilkada berlangsung, karena penjabat kepala daerah memiliki peran strategis yang dapat 

memengaruhi jalannya proses pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 

banyak kasus, tekanan politis yang dihadapi penjabat  kepala daerah berasal dari berbagai 

pihak, termasuk elite politik lokal, partai, atau bahkan aktor non-pemerintah yang memiliki 

kepentingan dalam kemenangan salah satu pasangan calon. Tekanan ini sering kali berakar 

pada afiliasi politik penjabat tersebut dengan partai atau figur tertentu yang mengharapkan 

dukungan secara implisit maupun eksplisit. 

Selain itu, penjabat kepala daerah yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok 

politik tertentu sering kali berada dalam posisi sulit untuk menolak permintaan atau arahan 

yang bertentangan dengan prinsip netralitas. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman 

terhadap karier mereka, tetapi juga risiko sosial dan politik yang dapat mencoreng reputasi 
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mereka jika dianggap tidak loyal kepada pihak yang berpengaruh. Tekanan ini dapat datang 

dalam berbagai bentuk, mulai dari desakan untuk mengamankan proyek tertentu, mendukung 

kepentingan kelompok tertentu dalam kebijakan publik, hingga pengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis kepentingan masyarakat luas. Namun, tidak 

semua penjabat kepala daerah menyerah pada tekanan tersebut. Sebagian di antaranya mampu 

menunjukkan tingkat independensi yang tinggi, menempatkan integritas dan profesionalisme 

sebagai prioritas utama. Penjabat yang berpegang teguh pada prinsip etika pemerintahan ini 

biasanya memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai good governance, termasuk transparansi, 

akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Mereka memahami bahwa menjaga 

kepercayaan masyarakat lebih penting daripada tunduk pada tekanan politik sesaat. Dalam 

praktiknya, penjabat semacam ini berani mengambil keputusan berdasarkan data dan kajian 

objektif, meskipun berisiko tidak populer di kalangan elite politik.  

Penjabat  kepala daerah yang independen sering kali mengedepankan transparansi 

dalam pengambilan keputusan dan menjaga hubungan yang seimbang dengan semua pihak, 

tanpa menunjukkan keberpihakan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, 

tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai demokrasi,  memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Kemampuan mereka untuk tetap netral tidak lepas dari faktor 

internal, seperti integritas pribadi, dan faktor eksternal, seperti dukungan dari regulasi yang 

tegas serta pengawasan yang efektif dari masyarakat. Dengan demikian, penjabat  kepala 

daerah yang mampu menempatkan profesionalisme di atas kepentingan politik menjadi teladan 

bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih baik di tingkat daerah. Namun, keberadaan penjabat 

semacam ini masih menjadi pengecualian, mengingat kuatnya pengaruh politik dalam proses 

penunjukan dan pelaksanaan tugas mereka. 

Data lapangan menunjukkan bahwa latar belakang dan rekam jejak seorang penjabat 

kepala daerah sangat memengaruhi tingkat independensi mereka dalam menjalankan tugas, 

terutama selama proses Pilkada langsung. Penjabat yang berasal dari kalangan birokrat karier 

dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan rekam jejak yang bersih cenderung lebih 

mampu mempertahankan netralitas dan profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh orientasi 

mereka yang lebih berfokus pada pelaksanaan tugas secara administratif dan teknokratis, serta 

minimnya keterikatan politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, 

pengalaman mereka dalam birokrasi memungkinkan mereka untuk memahami pentingnya 

menjaga stabilitas pemerintahan dan menegakkan prinsip meritokrasi dalam pengambilan 

kebijakan, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik eksternal. 

Sebaliknya, situasi yang berbeda sering kali terjadi pada penjabat dengan latar belakang 

politik atau kedekatan yang kuat dengan partai tertentu. Kedekatan ini kerap menjadi faktor 

utama yang memengaruhi kerentanan terhadap intervensi politis, terutama ketika partai atau 

figur politik yang mendukung mereka memiliki kepentingan dalam memenangkan pasangan 

calon tertentu dalam Pilkada. Penjabat dengan afiliasi politik yang kuat sering kali menghadapi 

dilema antara memenuhi tuntutan politik dari pihak yang mendukung mereka dan menjalankan 

tugas pemerintahan secara profesional. Tekanan ini dapat muncul dalam bentuk arahan untuk 

mengalokasikan sumber daya publik guna kepentingan elektoral, intervensi dalam kebijakan 

daerah yang menguntungkan kelompok tertentu, hingga manipulasi birokrasi untuk 

memengaruhi hasil pemilihan. Dalam kondisi seperti ini, integritas dan kapasitas 

kepemimpinan seorang penjabat kepala daerah menjadi faktor penentu dalam menjaga 

keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat luas. 

Tingkat independensi penjabat kepala daerah juga sangat bergantung pada pola 

kepemimpinan yang mereka tunjukkan.  Penjabat dengan gaya kepemimpinan yang tegas, 

transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik cenderung lebih mampu menjaga jarak 

dari tekanan politik, sementara mereka yang menunjukkan kecenderungan kompromistis 

terhadap pihak tertentu lebih rentan terjebak dalam konflik kepentingan. Akuntabilitas pribadi 
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juga memainkan peran penting. Penjabat yang memiliki integritas tinggi dan kesadaran 

mendalam akan tanggung jawab publiknya lebih mungkin untuk mengedepankan netralitas   

dibandingkan dengan mereka yang lebih terfokus pada loyalitas politik. Sistem pengawasan 

oleh lembaga yang relevan, seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga pengawas independen lainnya, 

turut menentukan seberapa jauh penjabat  kepala daerah dapat menjalankan tugas mereka tanpa 

intervensi politik. Di wilayah dengan pengawasan yang ketat dan transparan, penjabat memiliki 

tekanan yang lebih besar untuk bertindak netral, sementara di daerah dengan kelemahan dalam 

mekanisme pengawasan, peluang keberpihakan politik cenderung meningkat. 

Kerangka regulasi dan kebijakan yang mengatur independensi penjabat kepala daerah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga netralitas selama proses Pilkada 

langsung. Penjabat kepala daerah, yang ditunjuk untuk menggantikan penjabat kepala daerah 

definitif sementara, harus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip netralitas dan 

profesionalisme guna memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil dan tidak terpengaruh 

oleh dinamika politik elektoral. Regulasi utama yang mengatur posisi dan kewenangan 

penjabat kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah beserta perubahannya, yang menjadi dasar hukum dalam pengisian jabatan tersebut. 

Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa penjabat kepala daerah memiliki tanggung jawab 

untuk menjalankan roda pemerintahan hingga Pilkada terlaksana, dengan tetap menjaga 

stabilitas politik dan administratif agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat menghambat proses 

demokrasi. 

Namun, dalam kenyataannya, banyak penjabat kepala daerah yang mengalami tekanan 

politik baik dari pusat maupun lokal untuk memihak salah satu calon dalam Pilkada. Tekanan 

ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti desakan dari partai politik, elite pemerintahan, 

atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan posisi penjabat kepala daerah 

untuk mengamankan suara bagi kandidat yang mereka dukung. Dalam beberapa kasus, 

penjabat kepala daerah diberikan instruksi terselubung untuk mengarahkan kebijakan daerah 

yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, misalnya dengan memprioritaskan 

program bantuan sosial atau proyek infrastruktur di daerah yang menjadi basis pemilih 

kandidat tertentu.  

Dampak dari tekanan politik ini bisa sangat signifikan terhadap independensi 

penjabatkepala daerah. Mereka yang tidak mampu bertahan terhadap intervensi politik sering 

kali berakhir dalam posisi yang dilematis, di satu sisi harus mempertahankan loyalitas kepada 

pihak yang berpengaruh dalam penunjukan mereka, sementara di sisi lain dituntut untuk 

menjalankan tugas secara netral dan profesional. Akibatnya, beberapa penjabat akhirnya 

terjebak dalam konflik kepentingan yang berpotensi merusak integritas penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, diperlukan juga mekanisme 

pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penjabat kepala daerah benar-benar 

menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya tekanan politik yang dapat 

mengganggu demokrasi yang sehat. 

Untuk mendukung independensi penjabat kepala daerah, pemerintah mengeluarkan 

berbagai kebijakan dan aturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penjabat 

kepala daerah, yang mengatur mekanisme penunjukan, tugas, dan batasan kewenangan mereka. 

Selain itu, peran lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diatur dalam regulasi untuk memastikan bahwa 

penjabat kepala daerah tidak terlibat dalam keberpihakan politis. Meskipun regulasi ini ada, 

dalam prakteknya seringkali sulit untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap aturan 

tersebut, terutama di daerah yang memiliki politik lokal yang sangat kental. Selain itu, seleksi 

penjabat  kepala daerah yang transparan dan berbasis pada kompetensi, bukan loyalitas politik, 

juga sangat penting untuk memastikan independensi mereka. Mekanisme pengawasan yang 
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efektif dan penerapan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang juga menjadi 

elemen krusial dalam kerangka regulasi untuk menjaga independensi penjabat kepala daerah. 

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat memperkuat independensi penjabat  kepala 

daerah dalam Pilkada langsung. Pertama, mekanisme seleksi yang transparan  sangat penting 

untuk memastikan bahwa penjabat yang ditunjuk memiliki kapasitas profesional dan rekam 

jejak yang tidak diragukan. Seleksi yang adil dan kompetitif menghasilkan penjabat yang 

memiliki legitimasi lebih kuat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanpa tekanan politis. 

Transparansi dalam proses seleksi ini juga mendorong akuntabilitas, karena setiap tahapan 

dapat diawasi oleh publik dan lembaga terkait. Kedua, dukungan regulasi yang tegas  menjadi 

landasan utama dalam memastikan independensi penjabat kepala daerah. Peraturan yang jelas 

mengenai larangan keberpihakan, disertai sanksi berat terhadap tindakan yang mengarah pada 

konflik kepentingan, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penjabat untuk 

bertindak secara netral. Regulasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi 

juga memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Masyarakat yang 

memiliki akses terhadap informasi dan saluran pengaduan dapat menjadi pengawas tambahan, 

membantu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan penjabat  kepala daerah 

selama proses Pilkada. 

Hubungan Independensi dengan Legitimasi Hukum  

Independensi penjabat kepala daerah memainkan peran yang sangat penting dalam 

memastikan legitimasi hukum hasil Pilkada,  yang merupakan salah satu aspek utama dalam 

proses demokrasi di Indonesia. Legitimasi hukum merujuk pada penerimaan sah oleh 

masyarakat dan negara terhadap hasil Pilkada, yang didasarkan pada prinsip keadilan,  

transparansi, dan pelaksanaan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks 

ini, penjabat kepala daerah yang mampu menjaga independensinya berfungsi sebagai penjaga 

utama untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dijalankan dengan objektivitas, tanpa 

ada pengaruh dari kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu keadilan proses 

pemilihan. Dengan menjaga netralitas, penjabat kepala daerah akan menciptakan lingkungan 

politik yang lebih sehat dan adil, sehingga hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak 

sebagai hasil yang sah dan adil. 

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat netralitas penjabat kepala 

daerah sangat mempengaruhi kualitas dan hasil Pilkada yang berlangsung. Penjabat yang 

mampu mempertahankan independensinya akan lebih mudah menjaga proses pemilihan agar 

tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku, yaitu bebas dan adil. Sebaliknya, 

jika penjabat kepala daerah tidak dapat menjaga independensinya dan terlibat dalam 

keberpihakan politik, maka hal ini dapat mengganggu jalannya proses Pilkada yang sah dan 

merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Keberpihakan politik yang dilakukan 

oleh penjabat kepala daerah dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan 

Pilkada,  di mana salah satu calon bisa mendapat keuntungan yang tidak sah, misalnya melalui 

penggunaan aparatur negara atau sumber daya pemerintah untuk mendukung calon tertentu. 

Hal ini tentu saja dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi, yang pada akhirnya 

merusak prinsip dasar pemilu itu sendiri. Lebih lanjut, keterlibatan penjabat kepala daerah 

dalam intervensi politik tidak hanya berdampak pada ketidakadilan dalam Pilkada, tetapi juga 

mempengaruhi legitimasi hukum  dari hasil Pilkada tersebut. Masyarakat yang merasa bahwa 

Pilkada tidak berjalan secara adil dan bebas dari intervensi politik akan menganggap hasilnya 

tidak sah dan meragukan keabsahan pemilihan tersebut. Persepsi negatif ini dapat berkembang 

menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap sistem pemilu dan demokrasi yang ada, 

yang pada akhirnya akan mengurangi legitimasi hukum Pilkada itu sendiri. Ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap hasil Pilkada dapat menyebabkan protes sosial, sengketa hukum, atau 

bahkan permintaan untuk membatalkan hasil Pilkada.  Dalam jangka panjang, hal ini dapat 
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melemahkan struktur politik dan hukum daerah, serta merusak integritas pemerintah daerah 

yang terpilih. 

Dengan demikian, independensi penjabat kepala daerah bukan hanya penting untuk 

menjaga keadilan dalam proses Pilkada, tetapi juga sebagai fondasi utama yang mendukung 

legitimasi hukum hasil Pilkada. Penjabat kepala daerah yang independen bertindak sebagai 

penjaga netralitas pemerintahan selama masa transisi, memastikan bahwa seluruh tahapan 

Pilkada berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan 

kepatuhan terhadap prinsip hukum dan transparansi dalam proses, mereka dapat menjamin 

bahwa Pilkada diselenggarakan tanpa adanya intervensi politik yang dapat merusak esensi 

demokrasi. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada, sehingga 

pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan pemerintahan 

dengan dukungan yang luas. 

Hubungan Independensi dengan Demokrasi Pilkada Langsung 

Sebuah Pilkada yang dilaksanakan dengan tingkat independensi yang tinggi akan 

menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan 

kebebasan. Penjabat kepala daerah yang independen akan memastikan bahwa seluruh 

rangkaian proses pemilihan, dari awal hingga akhir, dijalankan dengan transparansi yang tinggi 

dan tanpa keberpihakan kepada pihak manapun. Dalam hal ini, independensi sangat berperan 

dalam menjaga objektivitas penyelenggaraan Pilkada, sehingga proses pemilihan tetap berada 

pada jalur yang benar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Keberpihakan 

terhadap calon tertentu, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dapat 

merusak prinsip kesetaraan yang menjadi fondasi dalam sistem pemilu yang demokratis. 

Dalam situasi di mana penjabat kepala daerah tidak independen, beberapa calon mungkin akan 

mendapatkan keuntungan atau kerugian yang tidak sebanding dengan pencapaian dan kualitas 

kampanye mereka. Intervensi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau 

penyalahgunaan sumber daya negara untuk mendukung calon tertentu dapat menciptakan 

ketidakadilan, yang pada gilirannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. 

Oleh karena itu, penting bagi penjabat kepala daerah untuk memisahkan kepentingan pribadi 

dan politik dari tugasnya dalam memastikan Pilkada berlangsung dengan adil dan tanpa 

intervensi eksternal. 

Jika penjabat kepala daerah bebas dari tekanan politik atau intervensi dari pihak luar, 

aparat pemerintahan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih objektif dan adil, tanpa rasa 

takut atau terikat pada kepentingan politik tertentu.  Dalam konteks ini, penjabat yang 

independen akan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil, sumber daya yang 

dialokasikan, dan keputusan-keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak 

manapun, melainkan semata-mata demi kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. Lebih jauh 

lagi, Pilkada yang dijalankan dengan independensi yang tinggi akan memperkuat sistem 

demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang sehat dan efektif memerlukan proses 

pemilihan yang transparan dan bebas dari pengaruh luar yang tidak sah. Ketika penjabat kepala 

daerah mampu menjaga independensinya, pilihan rakyat akan benar-benar menjadi dasar dari 

hasil Pilkada, bukan hasil yang dipengaruhi oleh intervensi politik yang mengarah pada 

ketidakadilan. Hal ini akan memberikan jaminan bahwa hasil Pilkada mencerminkan aspirasi 

masyarakat dan tidak terdistorsi oleh kekuatan politik yang tidak berhubungan langsung 

dengan kehendak rakyat. Dengan demikian, independensi penjabat kepala daerah sangat 

berperan dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis, di mana kepercayaan 

publik terhadap sistem pemilu dan proses demokrasi semakin kokoh. 

Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang datang ke tempat 

pemungutan suara, tetapi lebih dari itu, ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat 

dalam setiap tahapan Pilkada dan seberapa besar kepercayaan publik terhadap sistem pemilu 

yang ada.  Partisipasi yang tinggi dan antusiasme masyarakat yang besar terhadap Pilkada 
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menandakan adanya rasa percaya yang kuat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah independensi penjabat kepala 

daerah dalam menjalankan proses Pilkada. Ketika penjabat kepala daerah mampu menjaga 

netralitas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik, masyarakat akan merasa bahwa proses 

Pilkada berlangsung dengan adil, tanpa adanya manipulasi atau intervensi yang merusak 

prinsip-prinsip dasar demokrasi. 

Penjabat yang menjaga independensinya memberikan keyakinan kepada masyarakat 

bahwa pemilihan umum berlangsung dengan keadilan, dan suara mereka akan dihitung secara 

sah dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Ketika masyarakat merasa bahwa hasil Pilkada 

akan mencerminkan kehendak mereka secara jujur, mereka akan lebih termotivasi untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan, baik dengan mendatangi tempat pemungutan suara maupun 

dengan terlibat aktif dalam tahapan-tahapan lain, seperti kampanye atau pemantauan proses 

pemilihan. Kepercayaan publik terhadap penjabat kepala daerah yang independen akan 

memperkuat sistem pemilu dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian secara lebih 

luas dalam demokrasi, karena mereka merasa bahwa suara mereka memiliki arti dan akan 

dihargai dalam proses pemilihan yang terbuka dan adil. 

Dinamika Kepemimpinan dan Keputusan Politik Penjabat Kepala Daerah dalam 

Konteks Pilkada Langsung 

Dinamika kepemimpinan penjabat kepala daerah memainkan peran yang sangat 

penting dalam menentukan sejauh mana independensi mereka dapat dipertahankan selama 

proses Pilkada langsung. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintahan tersebut 

berlangsung dengan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh penjabat kepala daerah bisa menjadi faktor kunci dalam 

menentukan apakah mereka dapat menjalankan tugas mereka secara objektif atau terpengaruh 

oleh berbagai tekanan eksternal dan internal. Gaya kepemimpinan yang otoriter atau terlalu 

politis seringkali menempatkan penjabat kepala daerah dalam posisi yang rentan terhadap 

intervensi politik dari berbagai pihak, baik itu partai politik, kelompok masyarakat, atau tokoh 

tertentu yang berusaha memanfaatkan kedudukan penjabat kepala daerah untuk kepentingan 

mereka. Kepemimpinan yang cenderung memusatkan kekuasaan atau bertindak secara sepihak 

dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk menjaga independensi, karena 

keputusan-keputusan yang diambil mungkin tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik 

secara luas, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini bisa mengarah 

pada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi yang 

seharusnya dijaga dalam Pilkada. 

Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang demokratis dan inklusif memberikan ruang bagi 

semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan adil dalam proses pemerintahan dan Pilkada. 

Penjabat kepala daerah yang menganut gaya kepemimpinan partisipatif cenderung lebih 

terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, kelompok-kelompok sosial, serta tokoh-tokoh 

lokal. Mereka tidak hanya mendengarkan pendapat dari kelompok tertentu atau pihak yang 

berkuasa, tetapi berusaha mengakomodasi suara-suara dari seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk mereka yang mungkin selama ini tidak terdengar. Dengan melibatkan berbagai 

elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan, penjabat kepala daerah dapat memastikan 

bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan politik tertentu, tetapi 

juga mencerminkan keinginan dan harapan rakyat secara keseluruhan. Pendekatan ini 

memperkaya kebijakan yang dihasilkan, karena berbagai perspektif yang berbeda 

dipertimbangkan secara menyeluruh. 

Kepemimpinan yang inklusif juga berperan penting dalam memperkuat rasa memiliki 

di kalangan masyarakat terhadap proses pemerintahan, termasuk dalam Pilkada. Ketika 

masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dan pengaruh dalam proses pengambilan 
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keputusan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 

dan mendukung hasilnya, karena mereka merasa hasil tersebut adalah representasi dari 

keinginan mereka. Dengan demikian, gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan 

kualitas demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan antara 

penjabat kepala daerah dan warga yang mereka pimpin. 

Selain itu, kepemimpinan yang demokratis dan inklusif juga berperan dalam menjaga 

integritas dan transparansi dalam proses Pilkada. Keputusan-keputusan yang diambil 

cenderung lebih dipertimbangkan dan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan yang berlaku, 

bukan berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek yang bisa merugikan kepentingan 

publik. Ketika penjabat kepala daerah menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, 

proses Pilkada menjadi lebih transparan, karena publik dapat mengakses informasi dan 

mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh penjabat tersebut. Ini dapat meminimalisir 

adanya praktik-praktik curang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas 

Pilkada. 

Dinamika Hubungan Politik dan Hukum dalam Pilkada Langsung  

Pilkada langsung adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi partisipatif, di mana 

rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan pemimpin daerah yang mereka percaya  mampu 

mengelola pemerintahan dan membawa perubahan positif. Sebagai mekanisme demokrasi, 

Pilkada langsung tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjadi refleksi dari 

sejauh mana sistem hukum mampu mendukung proses demokrasi tersebut. Dalam 

kenyataannya, dinamika politik lokal yang kompleks sering kali memengaruhi jalannya 

Pilkada.  Persaingan antar calon penjabat kepala daerah, tarik-menarik kepentingan partai 

politik, dan tekanan dari kelompok tertentu menciptakan lanskap politik yang penuh tantangan. 

Di sinilah aspek hukum memiliki peran penting sebagai penyeimbang, menyediakan aturan 

main yang jelas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengikuti prosedur yang 

telah ditetapkan. 

Namun, hubungan antara politik lokal dan hukum dalam Pilkada sering kali tidak 

harmonis. Dinamika politik yang intens dapat memicu pelanggaran hukum, baik dalam bentuk 

politik uang, kampanye hitam, maupun manipulasi administratif yang merusak esensi 

demokrasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, tekanan politik dari berbagai pihak, baik dari 

tingkat lokal maupun nasional, mendorong beberapa aktor politik untuk melakukan tindakan 

yang melanggar aturan demi meraih kemenangan. Praktik-praktik semacam ini, meskipun 

ilegal, sering kali dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang wajar oleh mereka yang 

terlibat, sehingga menjadi tantangan besar dalam menegakkan hukum yang berlaku. 

Di sisi lain, lemahnya penerapan aspek hukum atau kurangnya independensi lembaga 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada dapat memperburuk ketegangan politik yang 

ada. Ketika lembaga pengawas atau penegak hukum tidak memiliki kekuatan atau wewenang 

yang cukup untuk menindak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang lebih 

serius, ketegangan politik bisa meningkat, menciptakan iklim yang tidak sehat dalam proses 

Pilkada. Misalnya, ketika regulasi tentang netralitas penjabat kepala daerah tidak ditegakkan 

secara tegas, peluang intervensi politik menjadi lebih besar. Penjabat yang seharusnya 

menjalankan pemerintahan secara objektif bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan politik 

tertentu, yang dapat merusak integritas Pilkada. 

Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dapat menurunkan 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi 

terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan. Ketika masyarakat merasa bahwa 

pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja, mereka mulai meragukan integritas proses Pilkada 

dan keseriusan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. 

Persepsi bahwa Pilkada tidak dijalankan secara adil, atau bahkan tercemar oleh kepentingan 

politik yang tidak sesuai dengan tujuan pemilu, dapat mengarah pada apatisme pemilih dan 
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penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Hal ini tidak hanya merusak 

kredibilitas Pilkada, tetapi juga dapat mengancam stabilitas politik dan sosial dalam jangka 

panjang. Untuk itu, penting bagi negara dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa 

regulasi yang ada ditegakkan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Upaya untuk 

memperkuat lembaga pengawas, menjaga independensi lembaga penegak hukum, serta 

meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis 

untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, 

dan integritas yang seharusnya. Hanya dengan cara ini, Pilkada bisa menjadi ajang demokrasi 

yang benar-benar mencerminkan suara rakyat dan bukan kepentingan politik semata. 

Aspek hukum dalam Pilkada seharusnya menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga 

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi.  Namun, kenyataannya tidak selalu 

demikian. Kadang-kadang, hukum digunakan secara selektif atau disalahgunakan untuk 

memenuhi agenda politik tertentu. Contoh nyata adalah ketika jalur hukum dimanfaatkan untuk 

menggugat hasil Pilkada bukan dengan tujuan mencari kebenaran atau keadilan, tetapi sebagai 

strategi untuk mengulur waktu, menciptakan ketidakpastian, atau bahkan menekan lawan 

politik. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap sistem hukum, seolah-olah hukum dapat 

dimanipulasi untuk melayani kepentingan elit politik tertentu daripada melindungi kepentingan 

publik secara luas. Ketegangan antara dinamika politik lokal dan penerapan hukum 

menunjukkan bahwa Pilkada bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga arena 

strategis di mana hukum sering kali menjadi instrumen politik. Ketika hukum kehilangan 

netralitasnya, kepercayaan publik terhadap proses Pilkada dan hasilnya dapat tergerus. 

Masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap integritas pemilu, yang pada akhirnya merusak 

legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam situasi ini, demokrasi lokal menghadapi ancaman 

serius, di mana suara rakyat tidak lagi menjadi dasar utama dari pengambilan keputusan politik. 

Analisis Independensi Penjabat Kepala Daerah terhadap Legitimasi Hukum Ddan 

Demokrasi Pilkada Langsung 

Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi 

Pilkada Langsung 

Penjabat kepala daerah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga legitimasi 

hukum dan demokrasi dalam Pilkada langsung.  Sebagai penjabat yang ditunjuk oleh 

pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah, penjabat kepala daerah tidak 

hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur yang memiliki 

tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses demokrasi. Salah 

satu tugas utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mematuhi peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan Pilkada. Penjabat kepala daerah harus memastikan 

bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, baik dari penyelenggara Pilkada maupun 

pihak lain yang terlibat, agar proses pemilihan tetap sah dan dapat diterima oleh semua pihak. 

Lebih dari itu, penjabat kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum 

untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merusak integritas Pilkada.  Salah satu 

isu yang paling sering mengemuka dalam Pilkada adalah adanya politik uang, yaitu praktik 

pembelian suara dengan imbalan uang atau barang. Selain itu, ada juga potensi penyalahgunaan 

sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat mencederai prinsip keadilan 

dalam Pilkada. Penjabat kepala daerah harus memastikan bahwa seluruh aparat dan sumber 

daya pemerintah tidak digunakan untuk mendukung calon tertentu, serta harus mencegah 

terjadinya intervensi dari kelompok-kelompok politik atau elit daerah yang berusaha 

memengaruhi jalannya Pilkada.  Tindakan semacam ini dapat merusak kredibilitas pemilu dan 

menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penjabat kepala daerah, 

sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, bertanggung jawab untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan daerah dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan lancar tanpa 
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gangguan yang dapat merusak tatanan hukum. Dalam kapasitas ini, mereka tidak hanya 

menjalankan tugas administratif sehari-hari, tetapi juga memiliki peran strategis dalam 

menciptakan suasana politik yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang bebas dan adil. 

Untuk itu, mereka harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 

keadilan, serta memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon hingga 

penghitungan suara, dilakukan dengan transparan dan tanpa ada campur tangan dari pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Sebagai penjaga integritas demokrasi, penjabat kepala daerah juga harus mampu 

memberikan contoh dalam hal menjaga netralitas politik. Netralitas ini sangat penting, 

mengingat penjabat kepala daerah tidak terpilih secara langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk 

oleh pemerintah pusat.  Oleh karena itu, mereka harus menjaga jarak dengan semua calon 

peserta Pilkada, tidak berpihak pada satu pihak manapun, dan memastikan bahwa keputusan 

yang diambil selama Pilkada tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Mereka juga 

harus menjaga agar aparatur sipil negara di daerah tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan 

politik praktis yang dapat merugikan jalannya Pilkada. Tanggung jawab penjabat kepala daerah 

dalam menjaga demokrasi Pilkada langsung juga terkait erat dengan tugas mereka untuk 

menjaga kualitas partisipasi masyarakat.  Pemilih harus merasa bahwa suara mereka dihargai 

dan diproses dengan adil. Penjabat kepala daerah, dalam peran pengawasan mereka, harus 

memastikan bahwa tidak ada intimidasi, kekerasan, atau diskriminasi terhadap pemilih, serta 

mencegah adanya tekanan dari kelompok atau pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi 

pilihan politik masyarakat. Jika Pilkada dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan tanpa ada 

unsur kecurangan, maka masyarakat akan lebih percaya dan merasa memiliki kendali atas 

proses politik di daerah mereka.  

Pengaturan Penjabat Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan saat ini 

(Ius Constitutum) dan Implikasinya terhadap Independensi dalam Menjaga Legitimasi 

Hukum dan Demokrasi Pilkada Langsung 

Penjabat kepala daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan 

kelancaran pemerintahan daerah selama masa transisi hingga kepala daerah definitif terpilih. 

Dalam konteks ini, mereka harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan dengan menjalankan 

fungsi-fungsi administrasi secara efektif. Tugas utama mereka adalah melaksanakan kebijakan 

yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk mengoordinasikan 

program-program pembangunan yang telah direncanakan.  Dalam hal pengelolaan keuangan 

daerah, penjabat kepala daerah wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, 

sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan 

masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik, terutama selama masa transisi yang sering kali 

penuh tantangan. Selain itu, penjabat  kepala daerah memiliki wewenang untuk mengambil 

keputusan strategis, meskipun terbatas pada kebijakan yang tidak berdampak jangka panjang.  

Keputusan-keputusan ini meliputi pengelolaan program pembangunan, pengelolaan sumber 

daya daerah, dan penyusunan laporan kinerja yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat 

sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mereka juga bertugas memelihara hubungan yang baik 

dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga legislatif daerah, dan 

institusi lainnya, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara harmonis dan efisien. 

Dalam konteks kemaslahatan demokrasi, independensi penjabat kepala daerah harus 

dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan yang adil dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan teori maslahat, regulasi terkait mekanisme 

pengangkatan dan kewenangan penjabat kepala daerah harus diarahkan untuk menjamin 

kesejahteraan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang demi 

kepentingan politik tertentu. 

Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang relevan 

dalam menjaga independensi penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, khususnya 
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dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang 

mengatur tentang pemilihan kepala daerah, memberikan ketentuan mengenai kewenangan dan 

batasan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam 

peraturan ini, terdapat penekanan bahwa penjabat kepala daerah harus menjalankan tugas 

pemerintahan yang melibatkan aspek politik dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menjaga 

netralitas dalam konteks Pilkada. Pada dasarnya, undang-undang ini berupaya untuk 

memberikan ruang yang jelas bagi penjabat kepala daerah agar tidak terlibat dalam dinamika 

politik lokal yang bisa mempengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. 

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengubah dan 

memperbarui beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, memperjelas prinsip-

prinsip dasar Pilkada langsung, yang menekankan pentingnya independensi dalam 

penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini menekankan bahwa pemilihan kepala daerah 

harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa adanya intervensi 

dari kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, penjabat kepala daerah diharuskan untuk 

menjalankan tugas mereka dengan objektivitas dan netralitas, mengingat Pilkada langsung 

adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sah. Oleh 

karena itu, kewajiban penjabat kepala daerah untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik 

luar daerah atau kepentingan pribadi menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip ini. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016  tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan Pilkada yang adil, 

tetapi juga mengatur hal-hal terkait pembentukan regulasi dan prosedur yang mendukung 

independensi penyelenggara Pilkada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  semakin 

memperkuat kewajiban penjabat  kepala daerah dalam menjaga kelancaran Pilkada. Undang-

Undang ini mengatur tentang penundaan Pilkada dan situasi darurat yang bisa memengaruhi 

jalannya pemilihan. Ketentuan ini mengingatkan penjabat kepala daerah untuk tetap 

menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilu meskipun dalam situasi yang 

penuh tantangan. Misalnya, dalam hal penundaan Pilkada karena bencana alam atau pandemi, 

penjabat kepala daerah tetap harus memastikan bahwa Pilkada dapat dilaksanakan dengan cara 

yang adil dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang ada. Secara keseluruhan, peraturan 

ini berfokus pada stabilitas sistem politik daerah dengan memastikan bahwa penjabat kepala 

daerah bertanggung jawab atas kelancaran pemerintahan dan pemilihan, meskipun menghadapi 

keadaan luar biasa. 

Dari perspektif ius constituendum, regulasi yang mengatur independensi penjabat 

kepala daerah perlu diperkuat agar lebih menjamin netralitas dalam Pilkada serta mengurangi 

potensi intervensi politik.  Perbaikan regulasi dapat mencakup penguatan mekanisme seleksi 

penjabat kepala daerah yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi, penegasan sanksi 

terhadap pelanggaran netralitas ASN, serta penyesuaian aturan terkait batasan kewenangan 

penjabat kepala daerah selama masa transisi. 

Konsep Ideal Pengaturan Independensi Penjabat Kepala Daerah Sebagai Ius 

Consitituendum dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pilkada Langsung 

Penjabat kepala daerah, yang mencakup gubernur, bupati, dan wali kota, memegang 

peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Sebagai pemimpin 

daerah, mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk 

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah. 

Keberhasilan seorang penjabat kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat 

bergantung pada kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis. 

Otonomi daerah, yang diberikan melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014, memberikan 

kebebasan kepada penjabat penjabat kepala daerah untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, tanpa harus 

bergantung sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat.  Hal ini menjadikan penjabat 
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penjabat kepala daerah sebagai aktor utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat daerah. Independensi penjabat penjabat kepala daerah, sebagai salah satu unsur 

yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memegang peranan penting 

dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas otonomi daerah. Independensi ini berhubungan erat 

dengan kebebasan penjabat kepala daerah untuk mengambil keputusan yang tidak dipengaruhi 

oleh tekanan atau kepentingan pihak luar, seperti pemerintah pusat, partai politik, atau 

kelompok tertentu yang mungkin memiliki agenda tersendiri. Tanpa independensi ini, 

keputusan yang diambil oleh penjabat penjabat kepala daerah dapat terdistorsi dan tidak 

mencerminkan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, penjabat kepala daerah yang 

independen akan lebih mampu menyusun kebijakan yang objektif, berorientasi pada 

kepentingan rakyat, dan tidak terpengaruh oleh ambisi politik atau ekonomi kelompok tertentu. 

Dalam konteks ideal, independensi ini menciptakan ruang bagi penjabat kepala daerah 

untuk bekerja secara efektif dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, yang dapat 

mengatasi tantangan dan kebutuhan spesifik daerah.  Kebijakan tersebut dapat mencakup 

pengelolaan anggaran daerah, pembangunan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, serta 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dengan independensi yang terjaga, penjabat kepala 

daerah juga dapat lebih bebas dalam melakukan inovasi dan reformasi yang bermanfaat bagi 

daerah, tanpa khawatir menghadapi tekanan politik yang dapat menghambat kemajuan. 

Sebagai contoh, kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan atau 

pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran besar, seharusnya didorong oleh 

kebutuhan nyata masyarakat dan bukan oleh pertimbangan politik jangka pendek. Sebaliknya, 

penjabat kepala daerah yang tidak memiliki independensi mungkin lebih rentan terhadap 

intervensi eksternal yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi 

kualitas keputusan yang diambil. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, berikut adalah jawaban untuk masing-

masing rumusan masalah yang diajukan: 

1) Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Selama 

Pelaksanaan Pilkada Langsung 

Penjabat kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga legitimasi 

hukum dan demokrasi selama Pilkada langsung. Peran ini diwujudkan melalui netralitas 

dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa setiap 

tahapan Pilkada mulai dari pengelolaan anggaran hingga pemungutan suara berjalan sesuai 

dengan hukum tanpa adanya intervensi politik atau keberpihakan terhadap calon tertentu. 

Dengan menjaga independensi, mereka mampu meminimalkan potensi kecurangan, 

sehingga hasil Pilkada dapat diterima oleh masyarakat dan mencerminkan prinsip 

demokrasi yang adil dan transparan. 

2) Pengaturan Penjabat Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini (Ius 

Constitutum) dan Implikasinya terhadap Independensi dalam Menjaga Legitimasi Hukum 

dan Demokrasi Pilkada Langsung 

Pengaturan penjabat kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum 

sepenuhnya mendukung independensi mereka dalam menjaga legitimasi hukum dan 

demokrasi Pilkada langsung. Meskipun tugas mereka diatur dalam undang-undang, 

peraturan yang ada masih memerlukan penyempurnaan agar lebih jelas dan komprehensif. 

Proses seleksi penjabat kepala daerah perlu dilakukan secara transparan, berbasis 

kompetensi, dan melibatkan lembaga independen seperti KPU atau Bawaslu untuk 

menghindari konflik kepentingan. Dengan adanya penguatan regulasi ini, independensi 
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penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugas dapat lebih terjaga, yang pada akhirnya 

akan memperkuat legitimasi hukum dan demokrasi. 

3) Konsep Ideal Independensi Penjabat Kepala Daerah sebagai Ius Constituendum dalam 

Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Langsung 

Konsep ideal independensi penjabat kepala daerah sebagai ius constituendum harus 

melibatkan regulasi yang lebih kuat dan jelas. Seleksi penjabat harus dilakukan dengan 

prinsip transparansi dan kompetensi, dengan melibatkan lembaga independen untuk 

memastikan tidak ada konflik kepentingan. Pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga 

terkait, serta pelatihan intensif tentang profesionalisme dan integritas, menjadi hal penting 

untuk memastikan penjabat kepala daerah menjalankan tugasnya dengan adil dan 

berintegritas. Dengan konsep ideal ini, diharapkan penjabat kepala daerah tidak hanya 

bertindak sebagai pelaksana tugas sementara, tetapi juga sebagai penjaga utama stabilitas 

hukum, politik, dan demokrasi selama masa transisi pemerintahan. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, berikut adalah beberapa saran yang relevan: 

1) Peningkatan Pengawasan terhadap Penjabat  Kepala Daerah 

Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga pengawas 

independen seperti KPU, Bawaslu, dan Ombudsman, serta partisipasi aktif masyarakat 

untuk memastikan bahwa penjabat  kepala daerah menjalankan tugasnya secara netral dan 

transparan selama Pilkada langsung. Pengawasan ini harus dilakukan secara sistematis dan 

berkelanjutan untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat merusak legitimasi 

hukum dan demokrasi 

2) Peningkatan Kapasitas dan Integritas Penjabat Penjabat Kepala Daerah 

Pemerintah perlu menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi 

penjabat kepala daerah agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam terkait tugas, 

wewenang, kewajiban, dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

perlu diterapkan standar seleksi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa penjabat  kepala 

daerah memiliki integritas tinggi serta mampu menjalankan tugasnya dengan profesional 

dan tanpa intervensi politik 

3) Penyusunan Regulasi yang Lebih Komprehensif 

Untuk mewujudkan konsep ideal independensi penjabat kepala daerah sebagai ius 

constituendum, diperlukan penyempurnaan regulasi yang dapat memperkuat batasan-

batasan kewenangan serta mekanisme penunjukan dan evaluasi kinerja penjabat kepala 

daerah. Regulasi ini harus mencakup prosedur yang transparan, berbasis meritokrasi, serta 

melibatkan unsur partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait 

pengangkatan penjabat kepala daerah. 
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